





IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SISTEM OUTSOURCING  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  



















IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SISTEM OUTSOURCING  












Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana 
pada Bagian Hukum Tata Negara  













IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SISTEM OUTSOURCING  





Disusun dan diajukan oleh 
EKO SAPUTRA 
B 111 06 264 
   
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam 
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
















Prof.Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum. 
NIP. 19640910 1989031004 
 












Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. 







Menerangkan  bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama   : Eko Saputra 
Nomor Induk : B 111 06 264 
Bagian  : Hukum Tata Negara 
Judul   :  Implikasi Hukum Terhadap Sistem outsourcing  
   Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  
   Nomor 27/PUU-IX/2011        
 
    
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.  
 








Prof.Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum. 
NIP. 19640910 1989031004 
 









PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Menerangkan  bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama   : Eko Saputra 
Nomor Induk  : B 111 06 264 
Bagian  : Hukum Tata Negara 
Judul    :  Implikasi Hukum Terhadap Sistem outsourcing  
   Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  
   Nomor 27/PUU-IX/2011        
 
Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian 
akhir program studi.  
 
Makassar,   Juli  2013 
a.n Dekan 






Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 







Eko Saputra (B11106264), Implikasi Hukum Terhadap Sistem 
outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
IX/2011, dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Anshori Ilyas. 
 
Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui analisis terhadap 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 serta implikasi 
hukum terhadap tenaga kerja outsourcing Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. 
 
Pada penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, tidak menghapuskan 
sistem outsourcing. Putusan ini hanya memberikan penegasan terkait 
dengan adanya beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 
sistem outsourcing. Sementara, bagi mereka yang melaksanakan 
Hubungan kerja berdasarkan PKWTT, diharuskan memberikan pesangon 
kepada pekerja yang mengalami putus hubungan kerja, selain itu dapat 
diberlakukan masa percobaan. Sementara bagi yang melaksanakan 
hubungan kerja berdasarkan PKWT, harus memenuhi kriteria yakni: 1). 
Perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan 
perusahaan outsourcing harus memuat syarat pengalihan perlindungan 
hak pekerja, demikian juga antara perusahaan outsourcing dengan 
pekerjanya; 2). Dalam hal terjadi penggantian perusahaan outsourcing, 
maka kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan perusahaan yang baru; 3). 
Masa kerja yang telah dilalui pada perusahaan lama harus tetap 
dianggapa ada dan diperhitungkan oleh perusahaan baru; 4). Tidak boleh 
ada perbedaan hak antara pekerja tetap pada perusahaan pemberi 
pekerjaan dengan pekerja outsourcing pada pekerjaan yang sama. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan 
agar perusahaan penyedia jasa outsourcing harus menyatakan dengan 
tegas dalam perjanjian kerjanya, terkait dengan perlindungan hak-hak 
bagi pekerja dalam hal objek kerja dan keberlangsungan pekerjaan yang 
sesuai dengan hak-hak pekerja. Selain itu demi terwujudnya suatu tertib 
hukum dan tidak adanya saling melempar tanggung jawab terhadap 
pemenuhan hak-hak pekerja, pemerintahan dalam hal ini yang berkaitan 
dengan bidang ketenagakerjaan, harus melakukan pengawasan secara 
baik, agar putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat memberikan 
dampak positif bagi pada tenaga kerja. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat, 
karena itu pembangunan nasional diharapkan mampu berkembang secara 
positif, yakni menjadikan masyarakat mencapai kesejahteraan hidupnya 
dan masyarakat mampu memposisikan diri dalam panggung 
perekonomian global. 
Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan menciptakan 
produk dan jasa terkait dengan kompetensi utamanya, karena itu 
perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktifitas 
penciptaan produk dan jasa di perusahaan tersebut. Dengan adanya 
konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan 
sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas serta daya saing di 
pasaran.1 
Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan 
berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). 
Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, di mana dengan 
                                                             
1 Zulfikar, Makalah: “Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 




sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai 
sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang 
bersangkutan. 
Pada tahun 1990, outsourcing mulai diidentifikasi sebagai suatu 
strategi kemitraan bisnis.2 Namun, outsourcing belum dapat dikategorikan 
sebagai salah satu pola hubungan kemitraan berdasarkan pengertian 
kemitraan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah, bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha 
yang disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling 
membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 
Sedangkan outsourcing lebih merujuk pada suatu pengalihan resiko 
pengelolaan perusahaan khususnya di bidang tenaga kerja. 
Pelaksanaan outsourcing ini juga tidak pernah lepas dari aspek-
aspek keperdataan, yakni perikatan, khususnya perikatan yang bersumber 
dari perjanjian, di mana dalam pelaksanaannya terjalin suatu hubungan 
kerjasama antara pihak-pihak yang berarti terdapat suatu kesepakatan 
antara pihak-pihak tersebut. Sifat hukum perjanjian yang hanya bersifat 
mengatur dan asas kebebasan berkontrak yang dianut memfasilitasi 
pelaksanaan tersebut. 
                                                             





Dalam hukum positif di Indonesia, outsourcing dapat dilihat pada 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang 
pemborongan pekerjaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 
Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Istilah outsourcing memang tidak 
secara eksplisit digunakan, baik dalam KUHPerdata maupun UU 
Ketenagakerjaan, tapi makna yang dimiliki termuat dalam Pasal 1601b 
KUHPerdata dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan. 
Outsourcing dalam penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat 
dipandang secara jangka pendek saja. Penggunaan outsourcing bagi 
perusahaan pasti menimbulkan pengeluaran, risiko penyediaan dana 
management fee untuk perusahaan outsourcing. Outsourcing semestinya 
dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir 
karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan 
lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis 
sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, di mana hal-hal intern 
perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak 
lain yang lebih profesional. 3  
Dewasa ini yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing, di mana 
pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan mulai menyentuh kegiatan internal 
perusahaan dan tidak jarang bersifat permanen, sehingga intervensi 
terhadap pekerja cukup luas dilakukan oleh pihak perusahaan yang 
                                                             




melakukan outsourcing yang diistilahkan dalam KUHPerdata sebagai 
pihak yang memborongkan berdasarkan Pasal 1601 b,  
“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak 
yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu 
pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan 
menerima suatu harga yang ditentukan.” 4 
Pemborongan pekerjaan kemudian dalam perkembangannya tidak 
lagi berupa perjanjian mengenai bahan dan hasil pekerjaan, tetapi 
mengenai para pekerja yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan 
(outsourcing). Hal ini menyebabkan hubungan dalam pelaksanaan 
outsourcing baik implementasi pengaturannya maupun kedudukan hukum 
para pihaknya menimbulkan multi tafsir karena aturan yang ada belum 
dapat menjelaskan penerapan outsourcing yang semestinya, sehingga 
penerapan yang salah terus terjadi. Bahkan menurut salah satu pendapat 
dari seorang ahli hukum, yakni Aloysius Uwiyono menyebutkan bahwa 
dalam pelaksanaan outsourcing tertentu, dapat dipandang sebagai human 
trafficking, didasarkan pada asumsi dengan adanya perjanjian, dimana 
perusahaan yang satu memberikan pekerjanya dan perusahaan lainnya 
menyerahkan sejumlah uang, seolah-olah terjadi penjualan pekerja. 5 
Problematika mengenai outsourcing (Alih Daya) memang cukup 
bervariasi. Hal ini disebabkan penggunaan outsourcing (Alih Daya) dalam 
dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi 
                                                             
4 Lihat Pasal 1601 b KUHPerdata 




kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara 
regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang 
outsourcing yang telah berjalan tersebut. Berdasarkan UU 
Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan terkait seperti, Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu hanya mengemukakan tentang adanya hubungan kerja 
yang mungkin terjadi antara pengusaha (pemberi kerja) dengan 
pekerja/buruh melalui suatu lembaga/perusahaan penyalur tenaga kerja.  
Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa 
perlu melakukan pengkajian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk 
skripsi mengenai putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi, dengan judul 
“Implikasi Hukum Terhadap Sistem outsourcing Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, fokus 
penelitian pada permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah konsekuensi analisis terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011? 
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap tenaga kerja outsourcing 











C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 27/PUU-IX/2011. 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap tenaga kerja 
outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
IX/2011. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan secara teoritis yaitu : 
Segi teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah, 
pengembangan ilmu hukum dan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam rangka pengembangan hukum perjanjian 
khususnya perdata ekonomi. 




 Hasil penelitian kiranya dapat menjadi masukan bagi para 
pengelola perusahaan dan bagi para pekerja dan dapat menjadi 
bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta 






A. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan 
UUD 1945 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, 
kekuasaan kehakiman di Indonesia didasarkan atas ketentuan Bab IX 
Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 24: 
1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; 
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan 
undang-undang. 
Pasal 25, berbunyi sebagai berikut : 
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai 




Dalam ketentuan tersebut, kita dapat melihat bahwa kekuasaan 
kehakiman termasuk badan-badan kehakiman, jenis tingkatannya, 
susunan, dan kekuasaannya, acara dan tugasnya, secara keseluruhan 
diatur dengan undang-undang. Selain itu, dapat juga dilihat bahwa 
Kekuasaan Kehakiman merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka,  
bebas dari kekuasaan pemerintah, yang artinya bangsa kita telah    
menganut asas peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai 
salah satu prasyarat bagi sebuah negara hukum. 
Undang-Undang Dasar 1945 juga memerintahkan agar 
kekuasaan kehakiman untuk lebih lanjut diatur dengan undang-undang 
dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah orde baru yang sudah 
mengeluarkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman dan system peradilan di Indonesia6. 
Diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
Dan untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah dikeluarkan 
beberapa undang-undang pelaksananya, yaitu Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 1 memberikan 
batasan tentang kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan Negara yang 
                                                             
6 Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekjend. Dan 




merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya 
Negara hokum Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan, 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 
diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan 
undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, 
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya. Rumusan kedua pasal diatas menekankan pengertian 
kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Kekuasaan kehakiman 
sebagai Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. 
Jadi kekuasaan kehakiman diidentifikasi dengan “kekuasaan 
peradilan” atau “kekuasaan mengadili”7. 
Sebagai tuntutan reformasi hukum, dilakukanlah perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam undang-undang ini ditentukan 
bahwa segala urusan mengenai peradilan, baik menyangkut teknis 
yudisial, maupun organisasi, administrasi, dan financial berada 
dibawah satu atap yaitu Mahkamah Agung dan dilaksanakan paling 
                                                             
7 Dr. Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam 





lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 
35 Tahun 1999 tersebut. 
Pada hakekatnya, kekuasaan kehakiman hanyalah merupakan 
subsistem dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional 
yang berlaku disuatu negara yang meliputi lembaga-lembaga Negara, 
fungsi, tugas, dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing 
lembaga dan bagaimana hubungan negara dengan warga negara8. 
Dalam konstitusi selalu termuat cita-cita hukum (rechtsidee), yaitu 
suatu gagasan, rasa, cipta, dan pikiran yang hendak diwujudkan 
mengenai hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat. Dan 
sebagai esensi utama dari Negara hukum adalah kekuasaan 
kehakiman. 
Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan adanya kekuasaan 
kehakiman (yudikatif) sebagai salah satu kekuasaan dalam Negara 
hukum disamping adanya kekuasaan eksekutif dan legislatif yang 
saling mempunyai hubungan. Dimana hubungan antara Negara hukum 
dengan pembagian kekuasaan sangat erat disamping pembagian 
kekuasaan merupakan salah satu unsur penting dan harus diatur 
dengan tegas melalui aturan hukum terutama dalam ketentuan 
konstitusi untuk menjamin kepastian hukum. 
                                                             
8 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan 




Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menegaskan 
badan mana yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan 
atau melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu diserahkan kepada 
Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lainnya menurut undang-
undang. Demikian pula penjelasan pasal 24, yang tidak memberi 
batasan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman, tetapi hanya 
menegaskan sifat dan kedudukan dari kekuasaan kehakiman, yaitu 
sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri yang terlepas dari 
pengaruh atau intervensi kekuasaan pemerintah. 
Namun hal ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, 
mengingat MPR bukanlah lembaga yudisial, tetapi merupakan 
legislative review on the constitutionality of law. Namun, hingga 
berlakunya ketetapan itu, MPR belum pernah melaksanakan pengujian 
karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkan 
pelaksanaan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Di samping 
itu, penolakan mereka selalu dikaitkan ajaran trias politika dengan 
pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tidak dianut, bentuk 
negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan presiden 
tidak mungkin inkonstitusional. 
Sebaiknya yang berpandangan progresif memandang undang-
undang, termasuk Ketetapan MPR (Tap MPR) jika bertentangan 




peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai hukum tertinggi. Undang-Undang dapat di ganggu-gugat 
karena bukan merupakan produk lembaga pemegang kedaulatan 
rakyat, dan hanya produk pemegang kedaulatan hukum (legal 
sovereignty) kedua, sehingga harus tunduk dengan produk pemegang 
kedaulatan hukum pertama yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Tap MPR. 
Sejak kemerdekaan Indonesia undang-undang diperlakukan 
“sakral”, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap MPR. Secara 
tegas undang-undang dapat diuji berdasarkan Tap MPR No. 
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-undangan. MPR satu-satunya yang berhak menguji 
dengan anggapan sesuai struktur ketatanegaraan. Sehingga MPR 
menguji konstitusionalitas dapat dengan pembatalan (invalidation) 
abstrak-formal dan kekuasaan Mahkamah Agung (MA) mengadili 
perkara dengan pembatalan praktikal. Selain itu Pasal 11 ayat (3) UU 
No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menambah 
wewenang MA menyatakan tidak berlaku peraturan di bawah Undang-
Undang melalui pembatalan abstrak-formal dengan permohonan 
langsung. 
Kekuasaan MPR menguji undang-undang meskipun 




sebagai lembaga politik, alat-alat kelengkapan dan sidang-sidang MPR 
tidak mendukung, soal konflik norma hukum tidak layak ditetapkan 
konstitusionalitasnya dengan voting, masalah hukum berubah menjadi 
masalah politik serta MPR menguji undang-undang pada dasarnya 
menguji produknya sendiri karena DPR sebagai unsur utama MPR. 
Dalam keadaan ini, MPR hampir tidak pernah menguji produk DPR 
dan presiden, baik semenjak MPR terbentuk, maupun setelah tahun 
2000 sejak ditegaskan hak mengujinya. 
MPR pernah melakukan pengujian berdasarkan Tap MPRS No. 
XIX/MPRS/1966 jo No. XXXIX/MPRS/1968 tentang peninjauan kembali 
produk-produk legislatif di luar MPRS yang tidak sesuai Undang-
Undang Dasar 1945, akan tetapi pelaksanaan pengujian dilakukan 
sendiri oleh pembentuk undang-undang, bukan oleh MPRS9.Paham 
pemisahan kekuasaan ini berpengaruh terhadap mekanisme 
kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara, termasuk 
penegasan sistem pemerintahan presidensial dengan penataan sistem 
parlemen dua kamar (bicameralism), pemilihan presiden langsung 
termasuk soal judicial review. 
B. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi 
setelah Perubahan UUD 1945 
                                                             




Semangat reformasi setelah masa orde baru, bangsa Indonesia 
ingin melakukan banyak perubahan mendasar. Dalam bidang 
ketatanegaraan khususnya dilakukan amandemen undang-undang 
dasar 1945. Amandemen terhadap undang-undang dasar telah 
dilakukan sebanyak empat kali. 
Sejak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada 9 
November 2001, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia 
mengalami banyak perubahan, yang antara lain melakukan perubahan 
terhadap Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang sebelumnya 
terdiri dari dua pasal (Pasal 24 dan Pasal 25), menjadi lima pasal yaitu, 
Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Dalam 
perubahan ini telah dimasukkan ketentuan tentang kemerdekaan 
kekuasaan kehakiman yang semula hanya tercantum dalam 
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970 mengenai badan-badan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung ke dalam Pasal 24, sehingga mengatur ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
penyelenggaraan peradialan guna penegakkan hukum dan 
keadilan. 
b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, 




Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam Undang – undang. 
Pasca amandemen ketiga undang-undang dasar 1945 
terbentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara. 
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa jaminan konstitusional atas 
prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman semakin kuat, demikian 
pula eksistensi badan-badan peradilan yang berada dibawah 
Mahkamah Agung sebagai “single top authority” dalam kekuasaan 
kehakiman, karena kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan 
kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C Undang-
Undang Dasar 1945. 
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 
Ide pembentukan mahkamah konstitusi diawali oleh 
pembaharuan pemikiran dalam bidang ketatanegaraan pada abad 20. 
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang berasal dari 
sistem hukum eropa kontinental. Indonesia sebagai sebuah Negara 
hukum (Rechstaat) banyak dipengaruhi pemikiran ketatanegaraan di 
Eropa terutama Negara dengan sistem hukum Eropa Continental yang 




Continental Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang 
merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga 
negara. Dimana, pemikiran mengenai pembentukan mahkamah 
konstitusi di Indonesia muncul sejak lama. Pembentukan Mahkamah 
Konstitusi terwujud ketika akan dilakukan amandemen terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945. 
Lahirnya Mahkamah Konstitusi pasca amandemen merupakan 
respons terhadap tuntutan penguatan mekanisme check and balances 
dalam sistem penyelenggaraan negara. Menurut Afiuka Hadjar, ada 4 
(empat) hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah 
Konstitusi, yaitu Pertama, Paham Konstitusionalisme. Paham 
Konstitusionalisme adalah suatu paham yang menganut adanya 
pembatasan kekuasaan. Paham ini memiliki dua esensi yaitu pertama 
sebagai konsep negara hukum, bahwa hukum mengatasi kekuasaan 
negara, hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan 
sebaliknya, kedua adalah konsep hak-hak sipil warga negara 
menyatakan, bahwa kebebasan warga negara dan kekuasaan negara 
dibatas oleh konstitusi. 
Kedua, Sebagai Mekanisme Check and Balances. Sebuah 
sistem pemerintahan yang baik, antara lain ditandai adanya 
mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan. 




cabang kekuasaan yang ada dan menghindarkan tindakan-tindakan 
hegemoni, tirani, dan sentralisasi kekuasaan, untuk menjaga agar tidak 
terjadi tumpang tindih antar kewenangan yang ada.35Dengan 
mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka system kontrol yang 
relevan adalah sistem kontrol judicial. 
Ketiga, Penyelenggaraan Negara yang Bersih. Sistem 
pemerintahan yang baik meniscayakan adanya penyelenggaraan 
negara yang bersih, transparan dan partisipatif. 
Keempat, Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 
Kekuasaan yang tidak terkontrol seringkali melakukan tindakan 
semena-mena dalam penyelenggaraan negara dan tidak segan-segan 
melakukan pelanggaran terhadap HAM. Selain itu berdirinya lembaga 
konstitusi merupakan konsekwensi dianutnya Rechstaat dalam 
ketatanegaraan di Indonesia. Otomatis akan terjadi pemisahan 
kekuasaan dan mekanisme check and balance antar lembaga. 
Mahkamah Konstitusilah yang akan melakukannya terhadap peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif. 
Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan disamping Mahkamah Agung dan peradilan di 
bawahnya (Pasal 24 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga). Mahkamah 




dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi terkenal disebut the 
guardian of the constitution. Produk legislatif seburuk apapun 
sebelumnya tetap berlaku tanpa sama sekali terdapat lembaga yang 
bisa mengoreksi kecuali kesadaran pembentuknya sendiri yang 
merevisi atau mencabutnya. Pemikiran sebelumnya hanya MPR yang 
berhak menguji Undang-Undang disebabkan berlaku supremasi 
parlemen. Problemnya sebagaimana praktik ketatanegaraan MPR 
tidak pernah melaksanakannya, walaupun Undang-Undang jelas-jelas 
dan terang benderang melawan konstitusi. Dalam konstitusi yang 
pernah berlaku selama ini menempatkan Undang-Undang tidak dapat 
di ganggu gugat sebagaimana dalam Konstitusi RIS 1949 hanya 
Undang-Undang negara bagian yang dapat diuji (Pasal 156). Begitu 
juga berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pembentuk 
Undang-Undang adalah pelaksana kedaulatan rakyat yakni pemerintah 
dan DPR. 
Seiring dengan momentum Perubahan Undang-Undang Dasar 
1945 pada era reformasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di 
Indonesia diterima sebagai mekanisme untuk mengontrol 




Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi juga didorong oleh 
alasan sebagai berikut10 : 
1. Sebagai Konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang 
demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hokum. 
Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang yang 
dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai hokum tertiggi. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menguji 
konstitusionalitas undang-undang; 
2. Pasca perubahan kedua dan ketiga, Undang-Undang Dasar telah 
mengubah hubungan kekuasaan secara besar-besaran dengan 
menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) 
berdasarkan prinsip check and balances. Bertambahnya jumlah 
lembaga negara serta bertambahnya ketentuan kelembagaan 
negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi 
perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi 
konstitusi, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara 
pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang menyelesaikan 
sengketa tersebut; 
3. Adanya impeachment terhadap Presiden oleh MPR pada Sidang 
Istimewa MPR tahun 2001, yang mengilhami tercetusnya pemikiran 
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untuk mencari mekanisme yang digunakan dalam proses 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak 
semata-mata berdasarkan alasan politis semata dan oleh lembaga 
politik saja Hal ini sebagai konsekuensi upaya pemurnian sistem 
Presidensial. Untuk itu perlu disepakati adanya lembaga hukum 
yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum 
yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat 
menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan 
dalam masa jabatannya. 
Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji 
lembaga pengujian undang-undang diberbagai negara, serta 
mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum 
tata negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi 
disahkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Hasil Perubahan 
Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu merumuskan ketentuan 
mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam 
Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dan 
dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 




hakim11, dimana 3 (tiga) orang hakim konstitusi diajukan oleh Presiden, 
3 (tiga) orang diajukan oleh Mahkamah Agung, dan 3 (tiga) orang 
hakim konstitusi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal ini 
disebabkan karena sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersinggungan langsung dengan 
kepentingan ketiga unsur lembaga tersebut. Dan kemudian ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden (Kepres) guna mengawal konstitusi dan 
menafsirkan konstitusi (the guardian of constitution and the interpreter 
of constitution). Meskipun ditetapkan sebagai lembaga peradilan yang 
terpisah dengan Mahkamah Agung (MA), pembentukan lembaga ini 
memerlukan waktu. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga yang 
menjalankan fungsinya sebelum pembentukannya12. 
Setelah terbentuk, Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai 
pengawal sekaligus penafsir undang-undang dasar merupakan sebuah 
lembaga Negara yang sifatnya masih baru di dalam kehidupan 
ketatanegaraan di dunia modern. Bersama Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi adalah pemegang kekuasaan kehakiman di 
Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman mahkamah 
konstitusi diharapkan dapat menjadi ujung tombak penegakan 
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keadilan. Banyak yang berharap bahwa pembentukan Mahkamah 
Konstitusi dapat menjamin hak konstitusioanal warganegara. Sebab 
selama masa orde baru hak-hak dasar warganegara selalu diabaikan 
oleh penguasa pada saat itu. Masyarakat pada masa itu sering 
menjadi korban kebijakan pemerintah yang selalu mangabaikan hak 
masyarakat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi wadah 
bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya 
yang telah diatur dalam konstitusi, dalam hal ini adalah undang-
undang dasar 1945. 
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 
Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan 
di Indonesia merupakan tuntutan atau konsekuensi teoritis dari 
perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 
Dimana gagasan utama yang melandasi perubahan ini adalah 
keinginan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (rule of 
law, rechstaat) dan negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun2004 
tentang Mahkamah Konstitusi, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi 
adalah : 





2. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; 
3. Sebagai penegak hukum dan keadilan 
Untuk menjamin bahwa gagasan utama atau dasar 
pembentukan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar dilaksanakan 
dalam prakteknya, maka Mahkamah Konstitusi diberi tugas, yang 
tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu menangani perkara 
ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga 
konstitusi (UUD 1945) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab 
sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus menjaga 
terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, yang juga 
merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan 
di masa lalu yang timbul oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Dalam 
melaksanakan tugas sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, 
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menangani perkara-
perkara ketatanegaraan seperti yang tercantum dalam pasal 24C ayat 
(1) dan ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu : 
1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 




2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
3. memutus pembubaran partai politik;  
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar sering disebut dengan 
judicial review. Namun, sebenarnya kewenangan ini disebut sebagai 
constitutional review, atau pengujian konstitusional13, mengingat 
bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji 
konstitusionalitas sebuah undang-undang berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945. 
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Dalam sistem constitutional review, tercakup dua tugas pokok14, 
yaitu : 
1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran 
atau “interplay” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif. Constitutional Review dimaksudkan untuk mencegah 
dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh 
salah satu cabang kekuasaan. 
2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari 
penyalahgunaan kekuasaaan oleh lembaga negara yang 
merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam 
konstitusi. 
Dalam melakukan pengujian terhadap sebuah undang-undang, 
apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk 
menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut beralasan, maka 
amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan 
pemohon dikabulkan (berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003). Sedangkan apabila tdak beralasan maka 
amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Pasal 
56 ayat (1). Terhadap permohonan yang dikabulkan, Mahkamah 
Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk kemudian memutuskan 
bertentangan atau tidaknya suatu suatu undang-undang, baik karena 
                                                             
14 Jimly Asshidiqqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara, Konstitusi 




pembentukan undang-undang yang tidak sesuai atau tidak 
berdasarkan Undang-Undang Dasar baik mengenai materi ayat, pasal, 
dan/atau bagian suatu undang-undang15. Hal ini mempunyai relevansi 
terhadap keberlakuan suatu materi undang-undang atau suatu 
undang-undang dengan implikasi yaitu kekuatan hukum sebagai 
substansi atau seluruh materi undang-undang16. 
Berdasarkan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi dapat 
menyatakan bahwa materi rumusan suatu undang-undang tidak 
mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar. Begitupula terhadap suatu undang-undang secara 
keseluruhan, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan 
keberlakuannya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 
Melalui Penafsiran atau interpretasi terhadap Undang-Undang Dasar 
1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara 
positif mengkoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden dalam 
penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur 
perikehidupan masyarakat bernegara. Dengan demikian, undang-
undang yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif, diimbangi oleh 
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C. Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi 
1. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah 
Konstitusi. 
Dalam pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, salah satu 
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dimana 
dalam melakukan pengujian, Mahkamah Konstitusi mengacu pada 
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Pedoman Beracara 
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Hukum acara di 
Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata cara yang berbeda 
dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain. Karena pada 
hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat 
contentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling 
bertabrakan kepentingan satu sama lain, akan tetapi menyangkut 
kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai 
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bangsa. Begitu pula dengan system pembuktian dan ragam alat 
buktinya, proses pemeriksaan pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi mempunyai pengaturan dan penerapan tersendiri yang 
berbeda dengan hukum acara pidana dan perdata. Pada prakteknya, 
dikenal adanya tiga bentuk norma hukum yang dapat diuji atau yang 
biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya merupakan 
bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan 
keputusan hukum, yaitu : 
a. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling) 
b. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif 
(beschikking) 
c. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman 
(judgement) yang biasa disebut vonis18. 
Ketiga bentuk norma hukum tersebut dapat diuji kebenarannya 
melalui mekanisme peradilan (justisial) ataupun mekanisme non-
justisial. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka 
proses pengujiannya disebut judicial review atau pengujian oleh 
lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu 
dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal tersebut tidak 
dapat disebut sebagai judicial review. 
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Proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar diawali dengan adanya pengajuan permohonan pengujian 
undang-undang yang telah dinyatakan memenuhi kelengkapan 
permohonan serta telah terdaftar dalam buku registrasi Mahkamah 
Konstitusi19. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan hari siding 
pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi Mahkamah 
Konstitusi . Penetapan hari sidang tersebut diberitahukan kepada 
pemohon dan diumumkan kepada masyarakat. Pemberitahuan kepada 
pemohon sekaligus sebagai panggilan sidang yang harus diterima 
pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Kemudian 
dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di persidangan. 
a. Konstitusionalitas Undang-Undang 
Pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang adalah 
pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang tersebut, 
baik dari segi formil maupun materil. Karena itu, pada tingkat pertama, 
pengujian konstitusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian 
legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian 
konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian 
legalitas. Dalam rangka pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang, alat pengukur untuk menilai atau dalam 
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menjalankan kegiatan pengujian itu adalah undang-undang, bukan 
undang-undang dasar seperti di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, 
dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah 
Agung adalah pengujian legalitas berdasarkan undang, bukan 
pengujian konstitusionalitas menurut Undang-Undang Dasar 1945. 
b. Legal Standing Pemohon 
Legal Standing dapat diartikan sebagai hak seseorang atau 
sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai 
penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding) yang 
secara sederhana disebut sebagai hak gugat. Pada dasarnya hak 
gugat hanya bersumber pada asas “tiada gugatan tanpa kepentingan 
hukum” (point d’interest point d’action). Asas ini mengandung 
pengertian bahwa kepentingan hukum (legal interest) seseorang atau 
kelompok, merupakan kepentingan yang berkaitan dengan 
kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami 
secara langsung (injury in fact)20. Asas ini berlaku dalam hukum 
perdata, dimana hal ini terdapat dalam gugatan secara perdata21. 
Legal Standing dalam proses pengajuan gugatan perdata telah 
mengalami perkembangan. Dimana seseorang atau sekelompok orang 
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atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak 
memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari 
oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat 
luas atau pelanggaran hak-hak public seperti lingkungan hidup, 
perlindungan konsumen, hak-hak sipil, dan politik22. 
Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, hak 
gugatan organisasi lingkungan hidup telah dicantumkan dalam Pasal 
38 dan Pasal 39. Pasal 38 menyatakan, “Dalam rangka pelaksanaan 
tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola 
kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan 
untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Dan hak 
menjawab gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas 
pada tuntutan untuk hak ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. 
Organisasi ini dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang 
dijelaskan dalam ayat (1) apabila memenuhi persyaratan yaitu 
berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasar 
organisasi lingkungan tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa 
tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk kepentingan fungsi 
lingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
anggaran dasarnya. Berdasarkan ketentuan diatas dapat kita lihat 
                                                             




bahwa karakteristik tersendiri dari legal standing lebih didasari pada 
suatu pengertian kerugian yang bersifat publik serta tuntutan ganti 
kerugian tidak dapat berupa ganti kerugian uang, kecuali ganti 
kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangan 
objek yang dipermasalahkan dan tuntutannya hanya berupa 
permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah 
pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) 
yang bersifat deklaratif23. 
System legal standing juga dikenal dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang 
merumuskan beberapa syarat bagi pemohon untuk dapat dikatakan 
memiliki legal standing dalam ketentuan beracara di Mahkamah 
Konstitusi. Berbeda dengan istilah legal standing yang digunakan 
dalam hukum perdata dan peradilan tata usaha negara, Mahkamah 
Konstitusi menyebut istilah legal standing dengan kedudukan hukum 
atau lebih tepatnya kedudukan hukum pemohon. Dalam hukum acara 
Mahkamah Konstitusi, pemohon yang dapat mengajukan permohonan 
untuk beracara di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam pasal 51 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang menyebutkan: 
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 
undang-undang, yaitu : 
1. Perorangan Warga Negara Indonesia; 
                                                             




2. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam 
Undang-Undang; 
3. Badan hukum publik atau privat; 
4. Lembaga Negara”. 
 
Menurut Laica Marzuki, legal standing tidak dapat diterjemahkan 
secara langsung sebagai kedudukan hukum. Karena, makna legal 
standing adalah suatu dasar dari seseorang atau kelompok orang 
untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang24. 
Menurutnya, rumusan pasal 51 tersebut terdapat beberapa anasir, 
pertama adalah hak dan kewenangan konstitusional yaitu hak dan 
kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Unsur kedua, adalah 
unsur yang dirugikan dimana karena kerugian tersebut, maka subjek 
hukum merasa berkepentingan. Sehingga apabila seorang pemohon 
tidak dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut maka ia dapat 
dipandang tidak memiliki legal standing. Ia juga menambahkan bahwa 
hal ini sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam sebuah 
gugatan di pengadilan, yaitu point d’interest point d’action, dimana 
tanpa adanya sebuah kepentingan, tidak ada suatu tindakan25. 
Hakim Konstitusi lain yang juga memberikan pendapatnya 
mengenai legal standing ini yaitu Maruarar Siahaan26, yang 
menyatakan bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang, 
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adanya kepentingan hukum saja seperti yang terdapat dalam hukum 
perdata ataupun hukum tata usaha negara, tidak dapat dijadikan dasar 
legal standing pemohon, sebab untuk mengajukan permohonan di 
Mahkamah Konstitusi terdapat dua hal yang harus diuraikan secara 
jelas, yaitu : 
1. Kualifikasi pemohon, apakah sebagai perorangan Warga Negara 
Indonesia, (termasuk kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, dan 
lembaga Negara. 
2. Anggapan bahwa terdapat hak dan/atau kewenangan 
konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-
undang. 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatakan, bahwa 
secara khusus terdapat persyaratan konstitusional pemohon agar 
dapat dikatakan mempunyai legal standing, yaitu : 
1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar 1945;  
2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh 




3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan 
aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan 
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak 
lagi terjadi. 
Namun dalam pelaksanaannya, kriteria tersebut masih bersifat 
abstrak. Dimana penilaian hakim sangat tergantung kepada kasus 
konkretnya di lapangan. Untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum 
(legal standing) untuk mengajukan permohonan, kelima kriteria diatas 
terkadang diterapkan secara kaku atau bersifat kumulatif mutlak. Hal 
tersebut dikarenakan penilaian mengenai legal standing ini baru 
mengantarkan pemohon kepada keabsahannya sebagai pemohon, 
belum memperhitungkan pokok permohonannya. Permohonan 
pemohon dapat saja ditolak substansinya, tetapi legal standingnya 
diterima27. 
2. Ketentuan Ultra Petita dalam Hukum Acara di Mahkamah 
Konstitusi. 
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Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara 
yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta. 
Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het 
Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 
189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus 
melebihi apa yang dituntut (petitum). Berbeda dengan peradilan 
perdata, hukum acara di Mahkamah Konstitusi tidak mengatur ultra 
petita. Objek perkara atau objectum litis di Mahkamah Konstitusi 
berbeda dengan peradilan perdata yang melindungi orang perorangan, 
sedangkan di Mahkamah Konstitusi lebih bersifat hukum publik, tidak 
hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, akan 
tetapi tidak kalah penting di luar para pihak, yaitu seluruh rakyat 
Indonesia. 
Keputusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita (melebihi 
tuntutan penggugat) tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius 
(membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang 
diatur dalam UU. Hal inilah yang menjadi dasar untuk mengeluarkan 
putusan yang melebihi petitum. Ultra petita bagi beberapa pihak 
dianggap merupakan pelanggaran terhadap UU Mahkamah Konstitusi 
terjadi karena tidak ada peraturan atau ketentuan dalam UU 
Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Mahkamah Konstitusi 




huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 dan Pasal 
51 ayat (3) UU- Mahkamah Konstitusi, setiap permohonan harus 
disertai uraian petita yang jelas, yaitu kedudukan hukum (legal 
standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan 
Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji28. 
Kekosongan hukum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi 
memang menyulitkan bagi para hakim dalam menjalankan praktek 
beracara Mahkamah Konstitusi. 
Setelah beberapa kali Mahkamah Konstitusi membuat putusan 
yang ultra petita (memutus hal-hal yang tidak dimohon), kontroversi 
tentang boleh-tidaknya ultra petita dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi terus bergulir. Selain yang setuju, banyak pakar dan pekerja 
profesional hukum, termasuk mantan Hakim Agung Benjamin 
Mangkoedilaga, berpendapat, Mahkamah Konstitusi tak boleh 
membuat putusan yang mengandung ultra petita tanpa pencantuman 
di dalam undang-undang. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly 
Asshiddiqie, mengatakan, boleh saja putusan Mahkamah Konstitusi 
memuat ultra petita jika masalah pokok yang dimintakan review terkait 
pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari UU yang harus diuji itu29. 
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Menurut Jimly, larangan ultra petita hanya ada dalam peradilan 
perdata. Sedangkan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, 
mengatakan, ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat 
dibenarkan asal dalam permohonan judicial review atas isi UU itu 
pemohon mencantumkan permohonan ex aequo et bono (memutus 
demi keadilan). Dalam asas keadilan, pengadilan dilepaskan dari 
belenggu "formalitas semata" agar leluasa membuat putusan yang adil 
tanpa harus terikat pada ketentuan atau isi permohonan resmi. 
Mahkamah Konstitusi juga mengadopsi peraturan yang berasal 
dari negara lain yang memiliki lembaga konstitutional courts. Ultra 
petita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada 
pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang berbunyi : 
“Mahkamah Konstitusi memutus konstitusionalitas tidaknya satu 
undang-undang atau suatu ketentuan dari undang-undang 
hanya yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh 
ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian 
dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan 
inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan 
inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan 
undang-undang tersebut”. 
 
Menurut Jimly, larangan ultra petita hanya ada dalam peradilan 
perdata. Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petita dengan alasan 
bahwa dalil yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 
keseluruhan undang-undang diluar permohonan pemohon, karena 
menyangkut kepentingan masyarakat luas, serta menimbulkan akibat 




Pemohon sebagai perorangan. Hukum bukan sebagai sebuah produk 
yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika 
tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses 
pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan 
menampilkan jati dirinya yaitu sebagai sebuah “ilmu”. Putusan 
Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita tersebut dapat dimaknai 
untuk mewujudkan keadilan konstitusi. Jika menilik kembali fungsi 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, lembaga 
nomokratis pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga 
penjaga hak konstitusional hak warga negara, dan lembaga penafsir 
tertinggi atas ketentuan konstitusi maka Mahkamah Konstitusi tidak 
hanya memutus berdasarkan petitum para pemohon. Tetapi juga harus 
melihat substansi gugatan tersebut. Sejarah mencatat bahwa 
kewenangan judicial review pun lahir dari sebuah putusan ultra petita 
yang diputuskan oleh hakim agung John Marshall di Supreme Court 
(Mahkamah Agung Amerika)30. 
Putusan MK telah mempengaruhi norma dan sistem hukum di 
Indonesia. Meski tidak secara tegas memiliki kewenangan legislasi, 
akan tetapi sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 
legislasi terbukti dengan berbagai munculnya norma hukum baru di 
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Indonesia dari berbagai putusan dan penafsiran Mahkamah Konstitusi 
terhadap konstitusi. Hal ini justru berbeda dengan mekanisme hukum 
dalam hukum acara pidana. Jika hakim melebihi apa yang dimohonkan 
oleh penggugat/tergugat maka putusannya disebut dengan ultra petita 
dan putusannya (tentu saja) telah melawan hukum. Pada hakekatnya 
HIR/RBg (Hukum Acara Perdata) begitu pula BW (Hukum Perdata) 
keberlakukannya di Indonesia berdasarkan Aturan Peralihan UUD 
1945. Tetapi tidak pernah muncul undang-undang yang mengatur 
keberlakuan kedua produk hukum kolonial seperti WvS (KUHP) yang 
keberlakuannya diatur melalui UU No 1 Tahun 1946. Karena itu kedua 
produk ini sebenarnya hanya berstatus rechtbook (kitab hukum) dan 
bukannya wetbook (kitab undang-undang). 
Hal ini berbeda dengan status yang disandang oleh WvS 
(KUHP) yang menyandang status wetbook Tentu saja meski berstatus 
rechtbook keberadaan keduanya tetap diperlukan karena 
bagaimanapun juga harus ada prosedur beracara di dalam pengadilan. 
Akan tetapi, akan menjadi permasalahan apabila Mahkamah Konstitusi 
berpegang kaku pada ketentuan HIR/RBg yang berstatus rechtbook 
tersebut. Permasalahan konstitusi pada dasarnya bersifat unik dan 
khusus oleh karena itu tidak mungkin dapat diselesaikan hanya 
berpatokan pada HIR/RBg yang sudah out of date tersebut. Akan 




pada HIR/RBg. Dalam memutuskan permohonan pengujian undang-
undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi tidak 
bisa hanya berpatokan pada ketentuan yang terdapat dalam HIR/RBg. 
Dalam hal ini permohonan pengujian undang-undang terhadap 
undang-undang dasar Mahkamah Konstitusi harus berupaya 
menemukan beberapa hal yaitu : 
1. Menemukan dan/atau menafsirkan suatu norma konstitusi; 
2. Mengangkat norma tersebut menjadi operasional dalam suatu 
norma hokum; 
3. Menafsirkan apakah suatu norma hukum dalam undang-undang 
bersesuaian dengan norma hukum dalam konstitusi; 
4. Menyatakan apakah suatu produk undang-undang mempunyai 
kekuatan mengikat dan berlaku secara hukum. 
Dalam melakukan tugasnya Mahkamah Konstitusi tentu saja 
harus melihat dan menafsirkan seluruh norma hukum yang terdapat 
dalam suatu undang-undang tidak hanya melihat norma hukum yang 
terdapat dalam suatu permohonan saja, karena apabila ini diikuti 
secara ketat akan terjadi suatu produk undang-undang yang berlaku 
seperti zombie dimana roh dari undang-undang tersebut sudah tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi badan/wujudnya 




Prof. Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi bukan perkara pengadilan biasa baik pidana ataupun 
perdata. Lebih jauh lagi dia mengatakan pada intinya Mahkamah 
Konstitusi tidak hanya menguji pasal-pasal, melainkan mengingat 
pasal-pasal itu merupakan jantung suatu undang-undang dan jika tidak 
dibatalkan akan menciptakan malapetaka, maka demi hukum seluruh 
undang-undangnya haruslah dinyatakan tidak berlaku. Namun, 
sepanjang menyangkut putusan MK yang menguji undang-undang 
terhadap UUD harus bisa dikoreksi, dan masalah ini bisa dibantah 
dengan mengatakan, peradilan pidana dan peradilan Mahkamah 
Konstitusi itu berbeda. Sebahagian ahli hukum atas adanya ultra petita 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi berargumen, putusan ultra petita 
merupakan pelanggaran atas ranah legislatif oleh lembaga yudikatif 
karena mencampuri kewenangan mengatur (regeling) yang tidak 
dipersoalkan. Undang-undang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak 
menyebutkan apakah putusan ultra petita itu dibolehkan atau tidak. 
Namun, memang saat inilah kontroversi tentang hal ini bisa mulai 
dikerucutkan dan dipertemukan dalam satu kesepakatan, sebab saat 
ini lembaga legislatif sedang menyiapkan RUU tentang Perubahan UU 
Mahkamah Konstitusi. 
Ketua Badan Pengurus Harian Konsorsium Reformasi Hukum 




melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan sebaiknya 
ultra petita itu dibolehkan bagi hakim konstitusi dengan syarat demi 
pembaruan hukum yang progresif serta berdasar pada asas keadilan 
dan kemanfaatan. Menurutnya, ultra petita hanya dilarang pada 
perkara perdata yang sifatnya individu melawan individu, sedangkan 
pada ranah peradilan tata negara seperti Mahkamah Konstitusi, 
perkaranya adalah menyangkut kepentingan dan norma-norma umum. 
Sehingga sebaiknya hakim konstitusi tetap dibolehkan mengeluarkan 
putusan ultra petita. 
 
D. Ruang lingkup Outsourcing 
Pada tahap meningkatnya persaingan usaha, berdampak tingginya 
risiko usaha dalam segala hal termasuk risiko ketenagakerjaan, inilah awal 
timbulnya pemikiran outsourcing pada dunia usaha31 
Pengertian outsourcing secara khusus didefinisikan oleh Maurice F. 
Greaver II pada bukunya “Strategic Outsourcing, A Structured Outsourcing 
Decisions and Initiatives32 dijabarkan sebagai : 
“ Strategic use of outside to perform activities, traditionally handled 
by internal and respurcess ” 
                                                             
31
 Chandra Suwondo,2004,Outsourcing Implementasi di Indonesia,Elex Media 
Komputindo,Jakarta,hlm.4. 
32




Dapat dijelaskan bahwa outsourcing merupakan suatu tindakan 
mengalihkan satu atau lebih kegiatan internal perusahaan dan 
pengambilan keputusan kepada perusahaan lain yang menyediakan jasa 
untuk itu.33 Oleh karena kegiatan ini menggunakan sebuah kontrak, maka 
konsultan sangat dibutuhkan. Sementara dalam praktiknya, tidak hanya 
kegiatan tersebut yang dialihkan, melainkan seluruh faktor-faktor produksi 
dan pengambilan keputusan juga diberikan. Faktor-faktor produksi yang 
dimaksud yakni, fasilitas, peralatan, teknologi, termasuk para pekerja dan 
lain-lain. Pengambilan keputusan yang dimaksud yakni, tanggung jawab 
terhadap faktor-faktor produksi yang berperan dalam pelaksanaan 
kegiatan yang dialihkan tersebut.  
Eugene Garaventa dan Thomas T.34, keduanya dari The College of 
Staten Island, Amerika Serikat memberikan definisi sebagai berikut : 
“Outsourcing can be defined as the contracting out of functions, 
tasks, or services by an organization for the purpose of reducing its 
process burden, acquiring a specialized technical expertise, or achieving 
expense reduction.” 
Bahwa outsourcing dapat didefinisikan sebagai sebuah kontrak 
untuk menyerahkan suatu fungsi, tugas, atau layanan kepada suatu 
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lembaga, dengan tujuan mendapatkan hasil produksi lebih cepat, 
mendapatkan layanan langsung dari ahlinya, atau mengurangi biaya 
pengeluaran. 
Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para pakar, dapat 
disimpulkan bahwa outsourcing merupakan suatu strategi pengelolaan 
perusahaan dengan menyerahkan suatu bidang pekerjaan diluar 
pekerjaan utama perusahaan kepada perusahaan lain yang menyediakan 
jasa tersebut melalui suatu perjanjian. 
Lebih lanjut pengertian outsourcing (Alih Daya) dapat diartikan 
sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada 
suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut 
melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta 
kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan kata lain 
outsourcing merupakan suatu strategi pengelolaan perusahaan, dengan 
mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan suatu kegiatan penunjang 
perusahaan kepada pihak luar yang berkompeten. Tujuannya adalah 
meningkatkan fokus pengelolaan perusahaan pada satu lingkup kegiatan 
utama dengan membagi risiko usaha kepada perusahaan lain. Terutama 
risiko ketenagakerjaan, dan mendapatkan kualitas jasa yang kompetitif, 
melalui pelaksanaan tender. Kegiatan penunjang perusahaan yang 
dimaksud, contohnya: di bidang logistik (pengadaan barang), di bidang 




pemeliharaan (jasa kebersihan dan pemeliharaan mesin-mesin pabrik), 
dan di bidang sumber daya manusia (tenaga kerja spesialis). 
Mengacu pada KUHPerdata, outsourcing yang dimaksud 
merupakan penggabungan pemborongan pekerjaan dengan perjanjian 
perburuhan. Di mana perjanjian pemborongan terjadi antara 
pengusaha/pemberi kerja dengan perusahaan penyalur tenaga kerja, 
sedangkan perjanjian perburuhan terjadi antara perusahaan penyalur 
tenaga kerja dengan pekerja. Umumnya, pemborongan pekerjaan 
dilaksanakan dalam bentuk yang paling sederhana, di mana pekerjaan 
yang diserahkan masih bersifat sementara dan diluar dari kegiatan 
perusahaan, seperti pembuatan gedung kantor. Berdasarkan dua pilihan 
tersebut, tanggung jawab terhadap pekerja yang digunakan dalam 
menyelesaikan pekerjaan tersebut, sepenuhnya milik pihak pemborong. 
Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto35 memberikan 
contoh penerapan outsourcing dalam berbagai aktivitas perusahaan, 
antara lain: di bidang logistik, di bidang akuntansi (pembukuan, proses 
data, audit internal, pembayaran gaji, perhitungan pajak, administrasi 
pension, penagihan piutang, dan lain-lain), di bidang manufaktur 
(pembuatan komponen, perakitan, dan lain-lain), di bidang pemeliharaan 
(jasa kebersihan, pemeliharaan mesin-mesin, dan lain-lain), di bidang 
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sumber daya manusia. Untuk outsourcing di bidang sumber daya 
manusia, dapat ditempuh melalui outsourcing jasa atau outsourcing 
tenaga. Misalnya, untuk kebutuhan pelatihan dapat dilakukan melalui 
outsourcing jasa pada perusahaan penyedia jasa pelatihan, dimana jasa 
tersebut dihitung berdasarkan lama dan bobot serta jenis jasa yang 
digunakan, sementara melalui outsourcing tenaga pada perusahaan 
penyedia jasa pekerja lebih cenderung dihitung dengan dasar orang 
setiap hari atau orang setiap bulan. 
Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ini praktik outsourcing 
dimaksud dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu melalui pemborongan 
pekerjaan dan melalui penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana diatur 
dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan.36 
Pasal 64 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan 
dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 
Perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 65. Dalam UU 
Ketenagakerjaan, mensyaratkan perjanjian pemborongan dalam bentuk 
tertulis dan membatasi pekerjaan yang bisa diborongkan antara lain : 
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1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama perusahaan. 
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan. 
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahan secara keseluruhan. 
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung37 
Mengenai kegiatan penunjang perusahaan yang dapat 
diborongkan, Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto38 (2004: 
11) memberikan contoh perusahaan minyak gas dan bumi serta 
menyimpulkan bahwa proses utama terakhir yang menghasilkan hasil 
utama dalam hal ini minyak dan gas bumi, dapat disebut sebagai kegiatan 
pokok (core business), selain itu adalah kegiatan penunjang (non core 
business) dalam hal ini pemasaran produk, jasa boga untuk karyawan, 
pembangunan infrastruktur, pemeliharaan peralatan dan bangunan, dan 
lain-lain. 
Di samping itu, menurut Pasal 65 bahwa, hubungan kerja yang ada 
terjadi antara perusahaan pemborong dengan pekerja yang dipekerjakan 
tersebut. Bentuknya bisa berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).39 Status hubungan 
kerja dapat beralih menjadi pekerja tetap pada perusahaan yang 
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memborongkan, apabila perusahaan pemborong tidak berbadan hukum 
dan pekerjaan yang diborongkan tidak memenuhi syarat. 
Penyediaan jasa pekerja/buruh diatur dalam Pasal 35 UU 
Ketenagakerjaan. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pemberi kerja yang 
memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang 
dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. 
Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari : 
a. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
b. Lembaga swasta berbadan hukum yang telah memiliki izin 
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
Dimana pelaksana penempatan tenaga kerja atau dalam hal ini 
disebut perusahaan penyedia/penyalur tenaga kerja menurut ketentuan 
dalam UU Ketenagakerjaan merupakan perusahaan yang kegiatannya 
untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga 
tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai minat, bakat dan 
kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutuhannya. 
Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa 




digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung 
dengan proses produksi. 
Mengenai hubungan kerja, Marwati Riza40 menjelaskan adanya 
syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyalurkan tenaga kerja untuk 
pekerjaan yang dimaksudkan, yakni : 
1. Terdapat hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan 
penyedia jasa tenaga kerja; 
2. Perjanjian kerja yang berlaku antara pekerja dan perusahaan 
penyedia jasa tenaga kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu atau tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan 
ditandatangani kedua belah pihak; 
3. Perlindungan upah kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 
penyedia jasa tenaga kerja.. 
Apabila pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses 
produksi perusahaan pengguna jasa, perjanjian kerja tidak dalam bentuk 
tertulis, dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak berbadan 
                                                             
40




hukum dan tidak memiliki izin, maka status hubungan kerja beralih kepada 









A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan 
dengan mengumpulkan data dengan cara membandingkan berbagai 
literatur (buku), berbagai ketantuan dan yurisprudensial. Hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan yang diperlukan 
berlatar belakang masalah yang diteliti. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang diperlukan oleh penulis berkaitan 
dengan penyelesaian skripsi ini adalah dengan cara penelitian 
kepustakaan (library research). Dalam hal ini, penulis melakukan 
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penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis 
ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap 
substansi pembahasan dalam skripsi ini. Tujuan dari tinjauan 
kepustakaan (library research) ini adalah untuk memperoleh data-data 
sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya 
yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan proses analisis 
berbagai referensi-refensi (buku), seperti peraturan perundang-
undangan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh penulis dari tinjauan kepustakaan ini akan 
dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode induktif dan 
deduktif yang berpedoman kepada bagaimana putusan ultra petita 
tersebut dalam ketentuan hukum acara yang terdapat dalam proses 
peradilan di Indonesia. Analisis deskriptif maksudnya adalah penulis 
semaksimal mungkin berupaya untuk memaparkan data-data yang 
sebenarnya. Metode Deduktif maksudnya adalah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang 
ultra petita dan hukum acara di Pengadilan Umum dan Mahkamah 




kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari 
penelitian. Metode induktif artinya adalah melalui data-data khusus 
mengenai implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi akan dapat 












A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
IX/2011 
 
1. Dalil Permohonan sebagai berikut : 
a. Efisiensi secara berlebihan untuk meningkatkan infestasi guna 
mendukung pembangunan ekonomi melalui kebijakan upah 
murah, buruh kontrak, sebagai bentuk perbudakan jaman 
modern; 
b. Buruh kontrak kehilangan hak-hak tunjangan kerja, jaminan 
kerrja dan jaminan sosial; 
c. Pasal 59 di kaitkan dengan pasal 64 UUK No.13 Tahun 2003, 




tenaga kerja, hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 
1945 “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat 
(2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja”; 
d. Hubungan kerja berdasarkan PKWT buruh ditempatkan sebagai 
faktor produksi semata mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan 
diputuskan hubungan kerja nya ketika tidak dibutuhkan; 
e. Pemborongan pekerjaan menjadikan pekerja sebagai sapi perah 
para pemilik modal bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 
1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan”;  
f. Konstruksi hukum outsourcing merupakan perbudakan karena 
pekerja dijual kepada pengguna dengan jumlah uang;  
g. Perusahaan Outsourcing menggunakan PKWT tidak menjamin 
adanya kelangsungan pekerjaan sehingga kontiunitas pekerjaan 
menjadi persoalan bagi pekerja outsourcing jelas bertentangan 
dengan pasal 27 ayat(2) UUD 1945; 
h. Outsourcing dalam pasal 64 UUK No.13 Tahun 2003 
menunjukkan ada 2 macam outsourcing, yaitu outsourcing 
mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh pemborong dan 
outsourcing mengenai pekerjanya yang dilakukan oleh 
perusahaan jasa pekerja; 
i. Outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja antara 
perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerjanya, yang 
sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yaitu 
adanya perintah, pekerjaan dan upah; 
j. Bahwa Pasal 59 dan Pasal 64 UUK No.13 Tahun 2003 tidak 
sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 
33 ayat (1) UUD 1945; 
k. Bahwa karena Pasal 65 dan Pasal 66 U UUK No.13 Tahun 2003 




Ketenagakerjaan, maka dengan sendirinya Pasal 65 dan 66 UUK 
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat 
(1) UUD 1945; 
2. Konstruksi  Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi  
1. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan atau menilai : 
a. hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang 
melaksanakan pemborongan pekerjaan berdasarkan PKWT 
yang memperoleh pekerja dari perusahaan lain bertentangan 
dengan UUD1945;  
b. Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan yang menyediakan pekerja/buruh berdasarkan 
PKWT bertentangan UUD 1945; 
2. Dalam praktiknya ada beberapa jenis pekerjaan yang termasuk 
kriteria pekerjaan yang sifatnya sementara dan pengusaha atau 
perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan lain 
juga menghadapi persoalan yang sama dalam hubungannya 
dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam jenis pekerjaan 
yang sifatnya sementara dan waktu tertentu.  
3. Sehingga wajar bagi pengusaha untuk membuat PKWT dengan 
pekerja/buruh karena tidak mungkin bagi pengusaha untuk 
mempekerjakan secara terus menerus dengan membayar 
gajinya padahal pekerjaan sudah selesai dilaksanakan; 
4.  Kondisi yang demikian pekerja/buruh sudah harus memahami 
jenis pekerjaan yang dikerjakannya dan menandatangani 
PKWT, yang mengikat para pihak. Perjanjian demikian tunduk 
pada ketentuan Pasal 1320 hukum Perdata. 
5. Untuk melindungi pekerja/buruh dalam keadaan lemah karena 




sangat penting untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan 
ketentuan Pasal 59 UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan. 
6. Permasalahan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 tentang 
Ketenagakerjaan adalah merupakan persoalan implementasi 
bukan konstitutionalitas norma yang dapat diajukan gugatan 
secara perdata ke Pengadilan Hubungan Industrial 
7. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 59 UU 
No. 13 tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
8. Ketentuan Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang No. 13 tentang 
Ketenagakerjaan dalam praktek menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, jenis 
pekerjaan demikian disebut pekerjaan outsourcing dan 
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing disebut 
perusahaan outsourcing  serta pekerja yang melaksanakan 
pekerjaan demikian disebut pekerja outsourcing.  
9. Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua jenis pekerjaan 
outsourcing yaitu oursourcing sebagian pelaksanaan pekerjaan 
melalui perjanjianpemborongan pekerjaan dan outsourcing 
penyedia jasa pekerja/buruh. 
10. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam 
perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan outsourcing 
dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya baik berdasarkan 
PKWT maupun berdasarkan PKWTT. 
11. Norma yang terkandung dalam Pasal 65 dan 66 UU No. 13 
Tahun 2003 Mahkamah Agung akan mempertimbangkan lebih 
lanjut adakah ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya 




dalam hal ini hak pekerja outsourcing dilanggar sehingga 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) 
UUD 1945. 
12. Mahkamah Konstitusi menimbang posisi pekerja outsourcing 
menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan 
kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan berdasarkan 
PKWT. Selain adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan 
pekerjaan pekerja akan mengalami ketidakpastian masa kerja 
yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan secara 
jelas akibat sering bergantinya perusahaan penyedia jasa 
outsourcing sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan 
pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan dan 
tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdiannya. 
13. Diteliti dari aspek konstitusionalitas hak pekerja yang dilindungi 
oleh hak konstitusi dalam hubungan kerja antara pekerja 
outsourcing dengan pekerja/buruh dapat berakibat hilangnya 
jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya 
hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 
14. hal ini terjadi karena dengan berakhirnya pekerja pemborongan 
atau berakhirnya masa kontrak penyedia pekerja/buruh maka 
dapat berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan 
outsourcing dengan pekerja/buruh sehingga pekerja buruh 
kehilangan pekerjaan dan hak-hak lainnya yang seharusnya 
diperoleh. 
15. Untuk menghindari pengusaha melakukan eksploitasi pekerja 
Mahkamah Konstitusi perlu menentukan model yang dapat 




a. Mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh 
dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan 
outsourcing tidak  berbentuk PKWT melainkan berbentuk 
PKWTT; 
b. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi 
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang 
melaksanakanpekerjaan outsourcing.  
16. Dalam model kedua diterapkan antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan melakukan pekerjaan melalui PKWT maka pekerja 
harus tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya 
sebagai pekerja dengan menerima prinsip pengalihan tindakan 
perlindungan bagi pekerja/buruh. 
17. Pengalihan perlindungan pekerja/buruh yang diterapkan 
diharapkan untuk melindungi pekerja outsourcing dari 
kesewenang-wenangan pemberi kerja.  
18. Maka selama pekerjaan yang diperintahkan masih ada dan 
berlanjut perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus 
melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya tanpa 
mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak kerja. 
19. Melalui prinsip pengalihan perlindungan pekerja/buruh tidak saja 
memberikan kepastian akan kontiunitas pekerjaan pada pekerja 
outsourcing tapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-
aspek yang lainnya karena para pekerja outsourcing tidak 
diperlakukan sebagai pekerja baru. 
20. Untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada 
perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang 
melakukan pekerjaan yang sama perses dengan pekerja pada 




harus mengatur agar pekerja outsourcing menerima fair benefits 
and welfare tanpa diskriminasi dnegan perusahaan pemberi 
kerja. 
21. Pasal 65 ayat 7 dan pasal 66 ayat 2 huruf b UU No. 13 
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 (Conditionally 
Unconstitutional) 
3. KERANGKA PIKIR MAHKAMAH KONSTITUSI 
Mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 dan 66 mengakibatkan 
terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin 
konstitusi dalam hal ini hak pekerja outsourcing dianggap 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) 
UUD 1945  
1. Posisi pekerja outsourcing menghadapi ketidakpastian 
kelanjutan kerja apabila hubungan kerja berdasarkan PKWT 
2. Tidak ada kepastian masa kerja yang telah dilakukan karena 
tidak diperhitungkan akibat bergantinya perusahaan outsourcing 
3. Hilangnya memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai 
dengan masa kerja dan pengabdiannya  
4. Model perlindungan pekerja outsourcing : 
a. Mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh 
dengan perusahaan yang  melaksanakan pekerjaan 
outsourcing tidak berbentuk PKWT melainkan berbentuk 
PKWTT; 
b. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi 
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang 




5. Prinsip pengalihan perlindungan pekerja tidak saja memberikan 
kepastian kontiunitas bekerja tetapi juga memberikan 
perlindungan terhadap aspek yang lainnya, pekerja tidak 
diperlakukan sebagai pekerja baru.  
4. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 
1. Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) 
dan frasa”...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 
66 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya 
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang 
objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian 
perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan 
dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; 
2. Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam pasal 65 ayat (7) 
dan frasa “...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 
66 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan 
adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi 
pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun 
terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian 
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh. 





 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011,  menyatakan 
bahwa ada model yang harus dipenuhi dalam perjanjian 
kerja outsourcing yaitu Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian 
kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan 
pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu 
(“PKWT”), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu 
(“PKWTT”). Kedua, terkait dengan penerapan prinsip pengalihan tindakan 
perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi ini 
menyiratkan bahwa setiap pekerja outsourcing terjamin kedudukannya 
dalam perusahaan pengguna karena perjanjian kerjanya bersifat PKWTT 
atau tetap.  
Namun demikian, masalah kemudian timbul secara yuridis, yaitu 
siapakah sebenarnya para pihak yang mengadakan perjanjian kerja, 
sebab seperti dikemukakan sebelumnya, perjanjian kerja  outsourcing 
 dilakukan antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja outsourcing, 
di samping sifat dan jenis pekerjaan  outsourcing pada dasarnya bukan 
untuk pekerjaan pokok dan oleh karenanya disubkontrakkan. Tidak 
adanya jaminan kepastian pekerja  outsourcing  bekerja terus menerus 
juga oleh karena sifat pekerjaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan 
perusahaan pengguna, walaupun tidak dapat dipungkiri ada beberapa 




Bagi perjanjian kerja yang sudah diberikan kepada 
pekerja outsourcing sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut, tentu tidak masalah; oleh karena Putusan Mahkamah 
Konstitusi tidak berlaku surut berdasarkan Surat Edaran Menteri No. 
B.31/PHI.JSK/2012. Akan tetapi permasalahan akan timbul setelah 
diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini yang telah 
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri No B.31/PHI.JSK/I/2012 yang 
menyebutkan bahwa harus ada proses Transfer Of Undertaking Protection 
Of Employment atau TUPE, yang dipersyaratkan dalam Perjanjian 
Kerja Outsourcing apabila sifatnya berupa Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu. Bagi sebagian besar kalangan perusahaan pengguna, hal ini 
tentu memberatkan; karena alasan semula mempekerjakan 
pekerja outsourcing adalah berdasarkan kebutuhan dan sifat tentatif dari 
pekerjaan yang diperjanjikan.  
Bagi kalangan perusahaan pengguna, sebenarnya hal tersebut 
membebaskannya dari kewajiban mempekerjakan pekerja  outsourcing  
yang masa kerjanya habis sebelum masa kontraknya habis. Pada lain sisi, 
bagi pekerja outsourcing, sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini 
dianggap makin melegalkan outsourcing di Indonesia, dan terutama tidak 
disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Surat Edaran 
Menteri mengenai pekerjaan apa saja yang dapat dioutsourcingkan. 




Mahkamah Konstitusi mengenai pekerja outsourcing adalah bahwa semua 
perusahaan penyedia jasa harus mempekerjakan pekerja  outsourcing  
sebagai pekerja tetap, sedangkan sifat pekerjaan yang dioutsourcingkan 
biasanya tergantung tingkat dan jenis kebutuhan. 
Dalam memberikan suatu pekerjaan bagi pekerja, perusahaan 
penyedia jasa sangat tergantung kepada kebutuhan perusahaan 
pengguna. Model kontrak outsourcing berpeluang memunculkan sengketa 
perburuhan, hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki perangkat 
hukum yang khusus mengatur mengenai status pekerja dari perusahaan 
penyedia jasa. Konfllik hubungan kerja ini bahkan terus berlanjut hingga 
terjadi perselisihan hubungan industrial yang dibawa hingga tingkat 
kasasi. 
Permasalahan lain dalam hubungan hukum berupa hubungan kerja 
adalah mengenai sanksi. UU No. 13/2003 tidak memuat mengenai sanksi 
terhadap pelanggaran ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai 
perjanjian kerja. Hal ini secara yuridis disadari amat rawan bagi pekerja 
untuk menuntut hak-haknya secara hukum, apabila terjadi pelanggaran 
terhadap ketentuan perjanjian kerja dalam undang-undang tersebut. Oleh 
karenanya wajar apabila terjadi pekerja yang bekerja terus menerus 
dengan sistem kontrak yang diperbaharui, atau bahkan kemudian 
dialihkan menjadi pekerjaoutsourcing yang konsekuensi sanksi hukumnya 




perjanjian kerja bagi pekerja outsourcing dengan perjanjian kerjasama 
antara perusahaan pengguna dengan perusahaan penyedia 
jasa outsourcing, seperti dapat ditarik analogi berdasarkan 
hubungan accessoir dalam kedua perjanjian tersebut. Artinya perjanjian 
kerja outsourcing sangat bergantung pada perjanjian kerjasama 
perusahaan pengguna dan penyedia jasa.  
Apabila perjanjian kerjasamanya berakhir sebelum waktu yang 
diperjanjikan, maka perjanjian kerjaoutsourcing juga dengan demikian 
menjadi berakhir bersamaan dengan berakhirnya perjanjian pokoknya 
yaitu perjanjian kerjasama antara perusahaan pengguna dan perusahaan 
penyedia jasa.Sebenarnya konsekuensi apabila tidak sesuai dengan 
syarat-syarat perjanjian kerja berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka perjanjian kerja 
waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan 
dengan demikian para pekerjanya bukan lagi menjadi pekerja kontrak 
tetapi di angkat menjadi pekerja tetap. Masa kerja pekerja tersebut pun 
dimulai sejak pertama kali pekerja tersebut diterima bekerja. Akan tetapi 
ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang membatasi pekerja yang bekerja dengan dasar perjanjian kerja 
waktu tertentu secara terus menerus dan demi hukum akan berubah 
status menjadi pekerja tetap yang diikat dengan perjanjian kerja waktu 




kedudukannya dapat beralih menjadi pekerja di perusahaan pengguna 
apabila terjadi pelanggaran ketentuan pasal dalam undang-undang 
ketenagakerjaan tersebut mengenai  outsourcing, mengakibatkan akal-
akalan yang terjadi selama ini adalah mempekerjakan mereka kembali 
dengan status pekerja baru dengan memberikan masa jeda selama 
beberapa bulan sebelum pekerja tersebut dipekerjakan kembali. Hal 
tersebut tentu sangat merugikan pekerja, sebab status dan kedudukan 
pekerja menjadi tidak jelas serta tidak ada kepastian hukum bagi pihak 
pekerja itu sendiri.Sebenarnya keluhan lain datang dari pihak perusahaan 
penyedia jasa pekerja outsourcing.   
Ada tiga hal penting yang dikritik. Pertama, putusan Mahkamah 
Konstitusi mengukuhkan keberadaan outsourcing dalam sistim 
ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja masih bekerja di perusahaan 
penyedia (agent) tenaga kerja bukan di perusahaan pengguna tenaga 
kerja (user).  Kalangan serikat pekerja lebih menginginkan outsourcing 
yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja (bukan borongan) 
dihapuskan. Sehingga pekerja bekerja di perusahaan pengguna tenaga 
kerja secara langsung tanpa outsourcing.  
Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi memperkecil jarak benefit 
yang diperoleh pekerja outsourcing dengan pekerja tetap dengan jenis 
pekerjaan sama. Meminimalisir diskriminasi penting, sehingga prinsip 




pekerja outsourcing sulit beralih posisi menjadi pekerja di perusahaan 
pengguna tenaga kerja. Ketiga, posisi tawar pekerja outsourcing  sangat 
lemah terutama membentuk serikat buruh. Ketika pekerja ingin menuntut 
kenyamanan di tempat kerja, pekerja bingung akan menuntut kemana; 
perusahaan penyedia atau pengguna tenaga kerja. 
B. Implikasi Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentunya 
akan memberikan implikasi hukum terhadap tenaga kerja outsourcing 
yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis 
lakukan dengan bapak Muhammad Basir selaku Kepala Bidang Hubin 
Syaker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sul-Sel, 
beliau mengemukakan bahwa kalangan pekerja dan pengusaha masih 
berbeda pandang melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian 
UU Ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
mencoba menindaklanjuti putusan MK No 27/PUU-IX/2011 itu melalui 
Surat Edaran Menteri Nomor B.31/PHIJSK/2012 tentang Outsourcing dan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mahkamah Konstitusi 
menegaskan outsourcing adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu 
perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Akan tetapi pekerja yang 
melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh 




dieksploitasi, Mahkamah menawarkan dua model outsourcing. Meskipun 
dua model usulan Mahkamah diarahkan untuk melindungi pekerja, 
kalangan buruh merasa belum cukup. Tenaga outsourcing dalam 
pekerjaan yang sifatnya bukan borongan atau tidak selesai dalam sekali 
waktu tetap diperbolehkan. Inilah yang merisaukan kalangan pekerja dan 
menilai putusan Mahkamah Konstitusi makin melegalkan praktik 
outsourcing. 
Penulis berpendapat bahwa dengan adanya putusan MK terkait 
dengan uji materil Pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, 
berimplikasi terhadap beberapa hal terkait dengan adanya bentuk 
perlindungan hukum bagi tenaga kerja. pertama  terkait dengan hubungan 
kerja berdasarkan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, pekerja yang 
putus hubungan kerja harus mendapat pesangon selain itu dapat 
diberlakukan masa percobaan. Perjanjian kerja antara perusahaan 
pemberi pekerjaan dengan perusahaan Outsourcing harus memuat syarat 
pengalihan perlindungan hak pekerja demikian juga antara perusahaan 
Outsourcing dengan pekerjanya. Dalam hal terjadi penggantian 
perusahaan Outsourcing, maka kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan 
perusahaan yang baru. Masa kerja yang telah dilalui pada perusahaan 
lama   harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan 




perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja outsourcing pada 
pekerjaan yang sama.  
Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Muhammad Basir 
selaku Kepala Bidang Hubin Syaker pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Pemprov Sul-Sel, beliau mengemukakan bahwa walaupun 
masih memiliki beberapa kelemahan, setidaknya, dengan hadirnya 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 telah memberikan 
dampak positif terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan di Indonesia. 
Terlebih dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal PHI dan 
JAMSOS NO. B. 31/PHIJSK/I/2012, yang menentukan bahwa, perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap  berlaku. 
Selanjutnya dalam hal perusahaan menerapkan sistem penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh 
sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka :  
a. apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima 
pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat 
adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh 




penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara 
perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan 
penyedia jasa  pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya harus 
didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT).  
b. apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima 
pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya 
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang 
obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima 
pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan 
penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).  
c. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 tersebut, serta dengan 
mempertimbangkan keberadaan perjanjian kerja yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak sebelum diterbitkannya 
putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka PKWT yang saat ini 




atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, tetap berlaku 








Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana telah diuraikan di 
atas, penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, tidak 
menghapuskan sistem outsourcing. Putusan ini haya memberikan 
penegasan terkait dengan adanya beberapa kriteria yang harus 
dipenuhi dalam pelaksanaan sistem outsourcing , yakni: 
a. Perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian 
kerja waktu tertentu (“PKWT”), tetapi berbentuk perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu (“PKWTT”).  
b. Mengharuskan adanya  penerapan prinsip pengalihan tindakan 
perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing. 
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka bagi 




diharuskan memberikan pesangon kepada pekerja yang mengalami 
putus hubungan kerja, selain itu dapat diberlakukan masa 
percobaan. Sementara bagi yang melaksanakan hubungan kerja 
berdasarkan PKWT, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan 
perusahaan outsourcing harus memuat syarat pengalihan 
perlindungan hak pekerja, demikian juga antara perusahaan 
outsourcing dengan pekerjanya  
b. Dalam hal terjadi penggantian perusahaan outsourcing, maka 
kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan perusahaan yang baru. 
c. Masa kerja yang telah dilalui pada perusahaan lama  harus tetap 
dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan baru.  
d. Tidak boleh ada perbedaan hak antara pekerja tetap pada 
perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja outsourcing 





Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis 
merekomendasikan beberapa hal yakni: 
 
1. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, perusahaan 
penyedia jasa outsourcing harus menyatakan dengan tegas dalam 




dalam hal objek kerja dan keberlangsungan pekerjaan yang sesuai 
dengan hak-hak pekerja. 
2. Demi terwujudnya suatu tertib hukum dan tidak adanya saling 
melempar tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja, 
pemerintah dalam hal ini yang brekaitan dengan bidang 
ketenagakerjaan, harus melakukan pengawasan secara baik, agar 
putusan mahkamah konstitusi ini dapat memberikan dampak positif 
bagi pada tenaga kerja. 
3. Diharapkan agar lebih menjamin kepastian hukum, pemerintah 
bersama dengan dewan perwakilan rakyat membentuk satu undang-
undang, yang mengatur secara khusus terkait dengan sistem tenaga 
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